
PERATURAN BUPATI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN 
NOMOR : 1 • TAHON 2016 

TENTANG 
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN 

TAHON ANGGARAN 2016 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN, 

Menim bang 

Mcngingat 

bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor I I Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Bclanja Daerah Kabupatcn Pangkajcne dan Kcpulauan Tahun Anggaran 2015, perlu menctapkan Pcraturan 
Bupat.i tent.ang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten Pangkajcne dan Kepulauan 
Tahun Anggaran 2016 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016; 

I .  Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia 1'ahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Peubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 Lentang 
Pajak Bumi dan Bangunan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana tclah diubah dcngan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyclenggaraan Negarayang Bcrsih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepcrisme (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Pcrolchan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 3989); 
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5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4296); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tent.ang Sistcm Perencanaan Pembangunan Nasional (Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4421); 

9. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tent.a.ng Perimbangan Kcuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah {Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438); 

10. Peraturan Pernerintah Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dacrah & Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5049); 

1 1 .  Peraturan Pemcrintah Nomor 12 Tahun 2 0 1 1  tentang Pembenlukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011  Nomor 82, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5234); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 200 l tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 119,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4!39); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4416) sebagaimana Lelah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang 
Pcrubahan Atas Pcraruran Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 teruang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Penvakilan Rakyat Oaerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

15. Pcraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntasi Pemcrintahan (Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 



16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4575); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 Hibah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 
l39, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

18. Peraturan Pcmerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pcngelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

19. Peraturan Pernerintah Nomor 65 Tahun 2005 tcntang Pedoman Penyusunan dan Pcncrapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan l..cmbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 lentang Pedoman Penyusunan dan Pcnerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

2 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011  ten tang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5219); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor t 3 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Kcuangan Daerah; 
sebagaimana telah diubah pertama dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2 0 1 1 ,  dcngan 
perubahan kedua atas Peraturan Mcntcri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pcngelolaan 
Keuangan Dacrah (Bcrita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1  Nomor 310); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pcndapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 

24. Pcraturan Daerah Kabupaten Pangkajcne dan Kcpul auan Nomor 5 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupatcn Pangkajcne dan Kepulauan Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah 
Tahun 2005 Nomor 5); 

25. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 16 Tahun 20 15 tentang Rcncana Kerja Pernerintah Dacrah 
Kabupaten Pangkajcne dan Kepulauan Tahun Anggaran 2016 (Serita Daerah Tahun 2015 Nomor 16); 



Pasal 1 

Anggaran Pendepatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2016 terdiri atas: 

2. 

a. Pendapatan Asli Oaerah 

b. Dana Perimbangan 
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah 

Jumlah Pendapatan 
Belanja 
a. Belanja Tidak Langsung 

1) Belanja Pegawai 
2) Belanja Bunga 
3) Belanja Subsidi 
4) Belanja Hibah 
5) Belanja Bantuan Sosial 
6) Belanja Bagi Hasll Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemdes 
7) Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemdes 
8) Belanja Tidak Terduga 

b. Belanja L.angsung 
1} Belanja Pegawai 
2) Belanja Barang dan Jasa 
3) Belanja Modal 

Jumlah Belanja 
Surplus/(Defisit) 

Rp 
Rp 
Rp 

Rp 
Rp 
Rp 

Rp 

Rp 

Rp 
Rp 
Rp 

622.728.404.120,35 
30.000.000,00 

6.615.130.500,00 
1.949.500.000,00 

61.140.487.585,00 
1.000.000.000,00 

43.131.653.883,00 
264.730.033.004,48 
365.153.969.863,17 

Rp 1.352.970.373.000,00 

Rp 693.463.522.205,35 

Rp 673.015.656.750
1
65 

Rp 1.366.479.178.956,00 
Rp (13.508.805.956,00) 

Rp 148.111.537.920,00 
Rp 1.094.275.812.380,00 
Rp 110.583.022.700

1
00 

3. Pemblayaan 

a. Penerimaan 
b. Pengeluaran 

Jumlah Pembiayaan Neto 

Slsa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan 

Rp 

Rp 
14.208.805.956,00 

700.000.000,00 
Rp 
Rp 

13.508.805.956,00 



Pasal 2 
Penjabaran Anggaran Pcndapatan dan Bclanja Dacrah scbagaimana dimaksud daJam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal3 
Lampiran - lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pcraturan Bupali ini. 

Pasal 4 

Pcraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapai mcngetahuinya, memcrintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dcngan penempatannya dalam Serita 
Daerah Kabupatcn Pangkajene dan Kepulauan. 

Ditetapkan di Pangkajenc 
Pada tanggal '\I J"""'°'r l<>l6 

PENJABAT BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN. 

RU ABU 
Diundangkan di Pangkajene 
pada tanggal 

SEKRJ?'ARIS DAERAH 
ATEN PANGKAJENE DAN KEPULAU&, 

ANWAR RECCA. 

SERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2016 NOMOR 1 




